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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE UTARA  

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG  

 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE UTARA NOMOR 132/PW.01/7409/2021 

 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI  DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA, 

 

 

Menimbang                        Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur 

kepengurusan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Utara, perlu melakukan 

perubahan struktur kepengurusan Satuan Tugas 

Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Konawe 

Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara 

Nomor 132/PW.01/7409/2021 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021;  
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Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,       

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6409); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

  5. 

 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

jdih.kpu.go.id/sultra/konut/



- 3 - 
 

 

 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

 

 

 

 

 

 8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021 

tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi  Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 

2021; 

 

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 108/PK.01-BA/7409/2022 tentang 

Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Utara. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE UTARA NOMOR 132/PW.01/7409/2021 

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN KONAWE UTARA 

TAHUN 2O21. 

KESATU :  Menetapkan Perubahan Susunan Kepengurusan Satuan 

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Konawe Utara 

Tahun 2021. 

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya 

Keputusan ini  dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Utara. 

 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di Wanggudu 

 pada tanggal  8 Maret 2022 

 

   KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE UTARA, 

 

      

 

                                      SYAWAL SUMARATA 
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LAMPIRAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA  

NOMOR 4 TAHUN 2022, TANGGAL 8 MARET 2022 

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE UTARA NOMOR 132/PW.01/7409/2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 

 

 

SUSUNAN KEPENGURUSAN  SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE UTARA  

 

NO NAMA JABATAN DALAM TIM   

1. SYAWAL SUMARATA, S.Si PENGARAH 

2. YUSDIANA, SE PENGARAH 

3. ASMUL, S.Si PENGARAH 

4. IR. BUSRAN HALIK, SP.,M.Si PENGARAH 

5. PRASETIO HARIWIBOWO, S.Kom PENGARAH 

6. UDDIN YUSUF, S.Sos.,M.Si KETUA 

7. NASRULLAH, SE.,M.Si SEKRETARIS 

8 UPIK SRI RAHAYU, SE ANGGOTA 

  

 Ditetapkan di Wanggudu 

 pada tanggal   8 Maret 2022 

  

  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE UTARA, 

 

       

 

                                      SYAWAL SUMARATA 
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